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. a.

L

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar
desa, dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan
pemberdayaan masyarakat desa, perlu adanya stimulan melalui
Alokasi Dana Desa (ADD);

bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan Alokasi
Dana Desa Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2013, perlu
dilakukan pengaturan mengenai pedoman pengelolaan dan
penetapan besarannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Buton tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Besaran
Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Kepada Desa,;



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang
Pedoman Administrasi Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2001
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun
2013 Nomor 56);

13. Peraturan Bupati Buton Nomor 188 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Desa;

14. Peraturan Bupati Buton Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2013.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

n Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

* * l

2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Buton;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Buton;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton yang merupakan
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerabh;

Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Buton vyang
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa,;



8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat
LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa
dalam memberdayakan masyarakat;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDes  adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa;

10. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang
bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang diterima oleh Daerah.

BAB I
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pengelolaan dan
Besaran ADD Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2013, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran Il, dan Lampiran Il sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman ADD digunakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka
pengelolaan ADD.

BAB Il
PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI BUTON,
CAP/TTD
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal '4 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013 NOMOR



